
ualam Keputusan ini yang dirnaksud dengan : 
1. Daeran ad!l_ah Kabupaten Pakpak eh:irat, 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati be-,<:?rta Perangkat Oaerah Otonom yang .aln sebagal Sadan Eksekl.Jtlf Daerah; 
3. Bupali adalah Bupatt Pakpak Bharat; 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnat seoaqai Peranpkat Daerah 1ang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupatl; 

5. Cc1mat aoalah pemlrnpin dan koordlnator penyelenggaroan perrer1ntah8n di wllayah kerj8 kecam8tan yang dalam 
p<.lakaanaan tugasnya memperoleh pelimpah1,n kew-ernsngan pemerlntahan dari BupatV Wallkot8 untuk menafl!:lanl sebar,lan 
urusan otonomi daerah dan rnenyelenggarakan tugas umum pernerintahan; · 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT TFNTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN 
BUPATI KEP.C DO. CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
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u d -Undang Namer g Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten p\ ani Bharat aan Kabupaten Humbang Hasunoutan di Proplnsi Sumatera Utara (Lembaran Negarc1 
T~h~~ 2003 Namer 29, Tambahan Lembaran Negara ~:omor 4272); 

UndQng,UndQn!I Nomor 17 T•hun 2003 tenteng Keuangan Negara (Lernbaran Negara Tahun 20C3 
Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 428G); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Tahun 20C4 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

Undang-Unda;\l Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 
Nornor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nornor <1438)_; 

Undani)-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Pertrnbanqan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
De..-eh (L•mbaren Negora Tohun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

Peratvran Peme.-in\ah Namer 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasl Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan l.ernbaran Negara Namer 4263); 

Pereturen Pemerinteh Nomor 72 Tehun 2005 t'!ntang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 156, 
Tambahan Lemtaran Negara Nomor 4587); 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nornor 
40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826); 

Keputusan Presiden Rt:publik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan 
Kewenangan Kabupaten dan Kota; 

Keputusan Menteri Dalam ~egeri Nornor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kata; 

Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nornor 2 Tahun 2007 Ter.!ang Pembentvkan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 
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b. 

· B r k ada Camat yang ditetapkan dengan Keputusan 
a., .. · .b.~hwa pelimpahan sebagmn7k2e;e~a~~~7:x; ~~:s~ ~u disempumakan dan disesuaikan dengan situasi Bupati Pakpak Bharat Norror a u . . 

dan kondisi perkembangan petayanan lingkup pemenntahan, 

rd k ....arti"mbangan teraeb•Jt diatas pertu menetapkan Peraturan Bupatl Pakpak Bharat beh- be •••r en ,-- . . 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Carnal. 
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Pasal 6 

Kewenangan Camat sesuai dengan jabatanya yang bersifat sernentara masih tetap berlaku dan melekat 
bertentangan dengan ketentuan perunda·,g-undangan yang ber1aku. sepanjang tidak 

BABIII 

KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal5 
Camat dapat melimpahkan sebagian kewenangan yang diperoleh berdasarkan persetujua., Bupati. pasal 3 ayat(1) kepada kepala Desa dengan 

Pasal 4 
(1) Dln~Ba_dan/Lembaga terkalt wajib rnemberikan pembinaan secara · t if 

pelirnpanan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal; in ens terhadap para pegawalnya agar pelaksanaan 

<2> D3a~;:1~~~~h~~~:~t~!~!P!~1~:;;:1;;,i!~r1J~:~nt:1n~:~;~ud7:i:11:~~7:::.n kewenangan sebagalmane dlmaksud pada pesal 

Pasal3 

(1) Sebagian kewen-mgan wajib yang di.irnpahkan sebaqamana dimaksud pada ?asal 2 meliputi : 
1. Bidang Pertanian; 
2. Bidarig Pertambangan dan Energi; 
3. BiJang Kehutanan dan Perkebumm; 
4. Bidar.g Perindustrian dan Perdagangan: 
5. BiC:ang Perkoperasian; 
6. Bidan·g Penanaman Modal; 
7. Bidang Kepariwisataan dan Kebudavaan: 
8. Bideng Ketenegekerjaan; 

9. Bidang Pendidikan: 
10. Bioang Sosial; 
11. Bidang Penataan Ruang; 

12. Bidang Pemukiman; 
13. Bidang Pekerjaan Umum: 
14. Bidunc Perhubuncan; 
15. Bidang Politik Dalam Ne·geri dan Administrr.si Publik; 
16. Biclang Pengembangan Otonorni Daerah; 
17. Bid3ng Perimbangan Keuangan: 
18. Bidang Kependudukan; 
19. Bidang Pemuda dan Olahraga: 
20. Bidang Hukum dan Pe:-undang-undangan; 
21. BlC1ang Penerangan; 
22. Bidang Kearsipan; 
23. Bicang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 
2·i. Bidang K~11t11n; 
25. Bidang lingkungan Hidup. 

(2) Rir-K?ian kewe.nangan _yang dilim~ahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupaka 
bag1an yang tidak terpisahkan dan peraturan ini; n 

(3) Pe!impahdn kewenangan sebagaimana c'rnaksuo pada ayat(1) pemberian wewenang untuk mengkoordlnaslkan pelaksa 
tugas per.,onil oengan Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang terkalt disertai dengan pembiayaan. naan 

Kewenangan Camat yang berasal dart kewenanqari l<at:upaten yang merupakan Kewenangan Bupatl, yang dlllmpahkan sebaglan 
kepada Carnal dan pelaksanaannya disesuarl-a-i :lengnr. tugas pokok dan fu1,gsi Kecamatan. 

Pasal 2 

BABII 

KF.WENANGAN CAMAT 

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutuya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas­ 
batas wilayah yang berwenang untuk mer ,gatur aan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 
adat-lstiadat setempat yang diakui dan dihormatl dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republlk Indonesia; 

7. Pemerintahan Oesa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Oesa dan Badan Permusyawaratan 
Oesa dalam mengatur dan mengurus kepontingan rnasyarakat setempat berdasarl<an asal-usul dan adat-istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

8. Kepala Desa atau disebut nama lain adalah Pimpinan Desa ypng menyetenggarakan fungsi-fur.gsi pemerintahan di desa pada 
Kabupaten Pakpak Bharat; ·· 

9. Peiimpahan wewenang adalah pen<ielegasian atau penyerahan un.:san dari Bupati kepada Camat untuk memberikan 
perizinan, rekomendasi. koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan/penyelenggaraan, pengendalian/pengawasan, 
penqumpclan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 



BE~ITA DAERAH KABLIPATEN PAl(PAK BHARAT TAHUN 2008 
NOMOR .!8 

GANDI WARTHA MANIK 

dto. 

Diudangkan di Salak 
pada tanggal 4 Agustus 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAK'PAK BHARAT 

H. MAKMUR BERASA 

dto. 

Ditetapkan di Salak 
pada tanggal 1 Agustus 2008 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal diundar.gkan. 

/\gar setiap orang dapat mengetahui, rnemerintahkan pe ,gundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dalam Serita 
Oaerah Kabupaten Pakpak Bharat. 

Pasal 10 

Pasal9 

Dengan ber.akunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan 
oleh Bupati Pakpak Bharat kepada Camat dan ketentuan lair, yang berkntangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan 
tidak ber1aku. 

Pasal 7 

Bidan<3 kewenangan dan bentuk rinc'an yang dilirnpahkan kepada Carnat sebagairnana dirnaksud pada Pasal 3 sewaktu-waktu 
dapa'l ditinjau kernbali sesuai dengan kebijakan Pernerintah f)aerah. 

Pasal 8 

Hal-bal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
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Pasal 6 

Kewenangan Carnal sesuai dengan jaba(anya yang bersifat sementara niasih tetap berlaku dan melekat · tidak 
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bertaku. sepanJang 

BAB Ill 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal S 
Camat dapat mellmpnhkan sebagian kewenangar yang diperoleh berdasarkan 1 3 ( ) perse:tujuan Bupati. pasa ayat 1 kepada kepala Desa dengan 

(2) 

Pasal 4 

Dln~Badan/Lembaga terkalt wajii.l mornbeokan pembinaan secara intensif terhadap para pegawalnya agar pelaksanaan 
pehrnpahan kewenangan dlrnaksud daput berjalan optimal; 

Dalam hal-hal tert_entu apablla Carnal dillO\JQAfl tklef: marnpu melaksanakan kewenangnn sebagalmana dlmalcsud pada pasal 
3 ayat (1 ), Bupati dapa1 menarik kernbaf kewenanqan yang dldelegasikan. 

(1) 

Pasal3 

(1) Sebagian kewenangan wajib yang dilimpah.<an sebagaimana dirnaksud pad a Pasal 2 meliputi : 
1. Bidang Pertanian: 
2. Bidang Pertaml>angan dan Energi; 
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan: 
4. Bidang Perindustrian dar. Perdagangan: 
5. Bidang Perkoperasian; 
6. Bidang Per.anaman Modal; 
7. Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan: 
8. Sidang Ketenagake~aan; 
9. Bidarg Pendidikan; 
10. Bidang Soslal; 
11. B·dang Penataan Ruang; 
12. Bidang Pemukirnan: 
13. Bidang Pekerjaan Urnurn: 
14. Bidar.c Perhubungan: 
15. Bidan!J Politik Dalam Negeri dan .'\drninistrasi Publlk: 
16. Bidang Pengembangan Otonorni Daerah; 
17. Bida'.'lg Perirnbangan Keuangan: 
18. Bidang Kependudukan: 
19. Bidang Pemuda dan Olahraga; 
20. Bidang Hukum dan Perundang-u.1dangar,; 
21. Bldang Penerangan; 
22. Bidan~ Kearsipan; 
23. Bidan!J Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera: 
2-4. Bidan'J Ke:iehtttttn; 

25. Bidm1g Lingkungan Hidup. 

(2) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam larnpiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari paraturan in.i; 

(3) Pefimpahan kewE:nangan sebaqaimana dirrnkst.d oada ayat(1) pembei ian wewenang untuk rnengkoordlnaslkan pelaksanaan 
tugas persornl dengan Saluan Kerja r,~rannk<1t 011~rah yang terkait disenal dPr,gan pernbiayaan. 

Pasal 2 

Kewenangan Carnet yang berasal dari kewenangan Kabupaten yang rnerupakan Kew3nengen Bupetl. yang dlllrnpehkan sebaglan 
kepada Camat dan pelaksanaannya disesuaikan denyan tugas pokok dan fL•ngsi Kecarnatan. 

BABII 

KEWENANGAN CAMAT 

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki catas­ 
batas wilayah yang ~rwenang untuk meng2!t•.', dan mengurus keperrtingan masyarakat seternpat berdasarkan asal-usul dan 
adat-istladat setempat yang dlakui dan dihcrmatl oalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republlk Indonesia; 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Deea dalern mengatur dan mengurus kepantingan masyarakat setampat berdasar1can asat-usul dan adat-istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam s:stem Pemerintahan Negara Kesatuan ~epubllk Indonesia; 

8. Kepala Desa atau cisebut name, lain adalah Pirnpinar. Desa y,mg rr.enyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di desa pada 
Kabupaten Palq,ak Bharat: ·· 

9. Pelimpahan wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan 
perizlnan, rekomendasi. koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan/penyelenggaraan. pengendalian/pengawasan. 
pengumpulan data dan informasi da'arn rangka penyetenqqaraan pernerintahan. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008 
NOMOR 48 

GANO! WARTHA MANIK 

dto. 

Diudangkan di Salak 
pada tanggal 4 Agustus 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPAT~N PAKPAK BHARAT 

H. MAKMUR BERASA 

dto. 

Ditetapi<an di Salak 
pada tanggal 1 Agustus 2008 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap c,rang dapat rnenqetanur, rnernerintah'can pengundangan Peratu:an Bupati ini dcngan penernpatannya dalarn Berita 
Daerah Kabu;,aten Pakpak Bharat. 

Pasal 10 

Pasal 9 

Dengan berlakunya Peraturan ini, rnaka Keputusan Bupati Nomor 72 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan 
oleh Bupati Pakpak Bharat kepada Carnat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturaa ini dinyatakan dicabut dan 
tidak bertaku, 

Hal-hal yang belur» diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai texnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
i<eputusan Bupati. 

Bioang kev,enangar. dan bentuk rincian ym'9 dilirupahkan kepada carnrt sebagaimana dimaksud pads Pasal 3 sewaktu-waktu 
dapat ditinjau kembali sesuai dengan ke':.ij;,f:an Pernerintah Daerah. 

Pasal 8 

Pasal 7 

BAB rv 
KETENTUAN PENUTUP 


